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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Kejahatan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus 

berkembang. Kejahatan merupakan salah satu peristiwa atau kejadian yang 

ada di kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan berbagai bentuk 

perilaku yang merugikan. Kejahatan atau Tindak Pidana dalam kehidupan 

masyarakat ialah suatu hal yang tidak asing lagi. Ada suatu hal perbuatan 

yang dianggap merugikan seperti menganggu ataupun merugikan sesama 

manusia sehingga disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat dalam  hal 

ini akhirnya memberikan julukan kepada seseorang yang sering 

menganggu atau merugikan orang lain yaitu “orang jahat”. Kejahatan 

menjadi realitis di tengah masyarakat dengan mengalami beragam 

perkembangan dan juga kepentingan.1 

Kekerasan dilihat dari tinjauan Kriminologis yaitu didefinisikan  

setiap tindakan yang dengan sengaja dapat menyebabkan seseorang 

merasa kesakitan, ketakutan dan menderita secara fisik maupun sampai 

 
1 Bagus Widyatmoko, “Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara memotong-motong 

mayat korban dalam perspektif hukum dan kriminologi” jurnal negara dan keadilan, No 1, Vol 10, 
(Februari 2021), Hlm. 53 diakses dari http://www .riset. unisma.ac.id / index .php /negkea 
/article/viewFile/10857/8508 30 Agustus 2021,Pada Pukul 16.40 WIB. 
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kematian. Kemudian, Ada beberapa bentuk kekerasan salah satunya ialah 

kejahatan pembunuhan.2 

Kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dalam KUHP Indonesia 

adalah kejahatan paling berat hukumannya, dan kejahatan yang paling 

tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan Internasional.3 Pembunuhan 

merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang tidak mempunyai rasa 

kemanusiaan yang dapat menganggu keamanan, ketentraman, dan 

ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga dapat dikatakan 

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Kasus pembunuhan di Indonesia dalam kurun beberapa waktu 

terakhir sangat banyak terjadi. Berdasarkan data biro Pengendalian 

Operasi, Mabes Polri terdapat jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa 

terbesar yaitu , Polda Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Muhammad Fadil Imran, Mutilasi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015, 
hlm. 2. 

3 Statistik kriminal, Badan Pusat Statistik, 2020, Jakarta: BPS-RI, 2020, hlm. 9 diakses 
dari https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-
2020.html pada tanggal 15 September 2021, pukul 13.00 WIB. 



 

 

3 

Tabel 1.1 

Jumlah Kejadian Kejahatan Teradap Nyawa menurut  

Polda, 20194 

 

Sumber : statistik kriminal 2020 

 

Peristiwa Pembunuhan terus mengalami perkembangan yang 

diiringi dengan cara yang sederhana hingga dengan cara yang sadis, 

seperti pembunuhan yang dilakukan dengan cara keji seperti disiksa lebih 

dahulu, dibakar ataupun di mutilasi, yaitu dengan cara memotong-motong 

tubuh korban. Tingkah laku dari pelaku mutilasi ini termasuk cenderung 

mengarah pada kepribadian yang menyimpang dari nilai-nilai dalam 

masyarakat.  

 
4Ibid, hlm. 15. 
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Istilah mutilasi sebenarnya bukan merupakan terminologi ilmiah. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada istilah 

“kejahatan mutilasi”. Mutilasi termasuk ke dalam modus operandi 

kejahatan. Di Indonesia, kejahatan Mutilasi dapat dikategorikan dalam 

jenis pembunuhan, tetapi tidak semua kejahatan pembunuhan diikuti 

perbuatan mutilasi. 

Secara yuridis Tindak Pidana ialah segala tingkah laku manusia 

yang bertentangan dengan Hukum, maka dapat dipidana. Tindak Pidana 

Pembunuhan dengan mutilasi dalam hal ini dapat dikenakan Pasal-pasal di 

dalam KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang, yang terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu pembunuhan disengaja dan tidak disengaja.5 

Terdapat di dalam Pasal 338 KUHP “ Barangsiapa dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun.”. 

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku disertai 

dengan perbuatannya ada niat sehingga memberikan kesempatan untuk 

berpikir cara pelaksanaan pembunuhan tersebut, maka berlaku Pasal 340 

KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara sumur hidup atau selama 

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan dengan bentuk 

khusus yang memberatkan dengan ancaman bagi pelaku Pidana tersebut 

 
5 Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm. 30. 
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adalah dengan Pidana Mati atau Pidana penjara seumur hidup atau selama 

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

Faktor yang menjadi pendorong seseorang melakukan pembunuhan 

dengan mutilasi, yaitu rendahnya tingkat Pendidikan, kurangnya nilai-nilai 

spiritual, faktor ekonomi pelaku dan faktor lingkungan disekitar pelaku 

kejahatan tinggal, keluarga broken home juga dapat mendorong pelaku 

untuk melakukan kejahatan sadis tersebut. Mutilasi juga dapat terjadi 

dikarenakan keadaan seseorang tersebut tidak stabil seperti panik 

ketakutan akan kejahatannya terlacak oleh pihak kepolisan.6 Berdasarkan 

fenomena peristiwa tersebut yang menyebabkan kematian tidak wajar 

sehingga membuat pengungkapannya cukup sulit dikarenakan telah 

terpotong, terpisah menjadi beberapa bagian yang tidak berfungsinya 

organ tubuh, Maka untuk mengungkap suatu tindak kejahatan tersebut 

terutama kasus-kasus sulit diungkapkan tersebut diperlukannya tenaga ahli 

untuk mempermudah proses peradilan dalam hal pembuktian.7  

 Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteraan Kepolisian, “Kedokteraan 

Forensik adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi 

kedokteraan untuk kepentingan hukum dan peradilan”.8 Identifikasi oleh 

 
6 Kartini kartono, patologi sosial : Gangguan-gangguan kejiwaan, Jakarta: Rajawali pers, 

2003, hlm. 31. 
7 B.Farhana Kurnia Lestari, “Peran Ilmu Forensik dalam memecahkan kasus 

Kriminalitas: Studi di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram” Unizar Law Review, Vol. 4 , (Juni 
2021), hlm. 118. Diakses dari https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/405 pada 
tanggal 2 September 2021, pada Pukul 11.30 WIB. 

8 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Kedokteraan Kepolisian. 
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kedokteraan Forensik berupaya membantu penyidik untuk mengetahui 

identitas korban karena hal ini sangat penting. Dengan mengetahui 

identitas korban sehingga proses ke peradilan dapat dilanjutkan dengan 

menghindari adanya kekeliruan. 

Pada pemeriksaan sautu perkara pidana hakekatnya ialah mencari 

kebenaran materiil terhadap perkara dalam suatu proses peradilan. Bantuan 

dokter menduduki posisi penting dalam menangani kasus-kasus yang 

berhubungan dengan kejahatan terhadap tubuh Manusia, atau barang bukti 

yang diduga bagian dari tubuh manusia. 

Usaha yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran materiil 

tersebut ialah dengan maksud akan tidak terjadinya kekeliruan pada saat 

penjatuhan pidana dalam tahap pembuktian yang sebagaimana yang 

didakwakan oleh penuntut Umum. Hal ini sebagaimana ditentukan pula 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 menyatakan “ Tidak 

seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena 

pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan 

bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah 

atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” 

Ilmu kedokteraan Forensik atau Legal Medicine/Forensic Medicine 

ialah salah satu cabang spesialis ilmu kedokteraan untuk mempelajari 

pemanfaatan ilmu tersebut dalam lingkup penegakan hukum. Dari 

pengertian tersebut dokter spesialis forensik bertujuan untuk memenuhi 
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rasa keadilan bagi masyarakat dengan Langkah-langkah ilmiah. Selain itu 

dengan memahami ilmu kedokteran forensik seorang praktisi juga bisa 

memahami aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum.9 

Tujuan dari kedokteran Forensik untuk membantu menentukan 

suatu tindak pidana yang berkaitan hilangnya nyawa manusia akibat dari 

tindak pidana yang dilakukan seseorang, bantuan dari kedokteraan 

forensik nantinya tertuang pada alat bukti Visum et Repertum (VeR), alat 

bukti Visum et Repertum(VeR) akan berfungsi sebagai pengganti corpus 

delicti (barang hasil kejahatan) yang nyatanya pada saat persidangan tidak 

bisa dihadirkan seperti luka pada tubuh manusia dan korban yang telah 

meninggal dunia. Oleh sebab itu, pembuatan Visum et Repertum (VeR)  

harus dilakukan dengan teliti, cermat dan lengkap berdasarkan apa yang 

dilihat dan ditemukan oleh dokter pada saat pemeriksaan mayat tersebut. 

Peran Visum et Repertum (VeR) dalam pembuktian sangat penting 

mengingat jika terdapat sedikit saja kelalaian akan menimbulkan 

kesalahan dalam proses penyidikan termasuk penjatuhan hukuman oleh 

hakim, tujuan kedokteran forensik adalah menentukan hubungan yang 

menyebabkan sesuatu kejadian tindak pidana atau gangguan Kesehatan 

dan sama sekali tidak bertujuan untuk menyembuhkan.10 

 
9  Iwan Aflanie, dkk, lmu kedokteran Forensik & Medikolegal, Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada 2020, hlm.3. 
10 Luthfi Arya dan Heri Purwanto, “Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam 

pembuktian perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan”, Media of law and 
Sharia, Vol 1, No.2 tahun 2020, hlm. 96. diakses dari 
https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/8345/5590 pada tanggal 1 September 2021 , 
pada pukul 05.20 WIB. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk 

mempelajari masalah tersebut secara mendalam dengan melakukan 

penelitian hukum/skripsi yang berjudul “Peranan Dokter Polisi Dalam 

Mengungkap Kasus Pembunuhan Disertai Mutilasi”  

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus 

Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi ? 

2. Apa yang menjadi Faktor yang mempengaruhi Dokter Polisi dalam 

mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai Mutilasi ? 

B. Tujuan Penelitan 

Pada setiap kegiatan yang dilakukan seseorang mempunyai suatu tujuan 

tertentu, yaitu untuk bermanfaat bagi suatu kelompok atau perorangan. 

Adapun dalam penelitian ini yang dilakukan penulis bertujuan sebagai 

berikut :  

1. Untuk memahami dan menganalisis Peranan Dokter Polisi dalam 

mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi  

2. Untuk memahami dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi 

Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana 

disertai Mutilasi  
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C. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penulis mengharapkan 

adanya manfaat dari penelitian ini. Adapun penelitian yang diharapkan 

penulis ialah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini memberikan 

kontribusi pemikiran mengenai kerangka bentuk pelaksaanan Peranan 

Dokter Polisi dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana 

disertai dengan Mutilasi  

2. Secara praktis, hasil dari penulisan penelitian ini dapat memberikan 

jawaban dari kekeliruan yang terjadi pada pembuktian kasus 

Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi, Agar hukum dapat 

ditegakan dengan adil oleh penegak hukum sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku dan akan adanya kepastian hukum yang jelas 

sehingga tidak dapat menghilangkan barang bukti ataupun 

memanipulasi apabila terdapat bantuan secara ilmiah. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap 

permasalahan mengenai Peranan Dokter Polisi dalam mengungkap kasus 

Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi berdasarkan studi di RS. 

Bhayangkara M Hasan Palembang dan Faktor yang mempengaruhi 

Forensik Polri dalam mengungkap kasus Pembunuhan Berencana disertai 

Mutilasi. Dengan adanya penulis memberikan Batasan ruang lingkup ini 

agar dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan.   
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E. Kerangka Teori 

Teori merupakan kerangka pemikiran ataupun butir-butir pendapat 

yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau kasus yang menjadi bahan 

perbandingan pengangan teoritis. Sehingga, pada penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teori sebagai berikut  : 

1.        Teori Peran (Role Theory)  

Menurut Soejono Soekanto “peran merupakan aspek 

dinamis dalam kedudukan (status)”. Jika seseorang tersebut 

melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka seseorang tersebut menjalankan suatu 

peranan.11 Peran memiliki tiga diantaranya : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan 

dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep yang menunjukkan arti 

dalam organisasi atau kelompok. 

3. Peranan dikatakan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.12 

 
11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Sinar Grafindo Persada, 2005, 

hlm. 243. 
12 Ibid, hlm. 243. 
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2.        Teori Penegakan Hukum  

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 

Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut 

obyeknya, yaitu dari segi luas, penegak hukum mencakup nilai 

nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun 

nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi 

dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut 

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.13 Menurut 

Prof Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi 

Penegakan Hukum ialah sebagai berikut : 

1. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-undang. 

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak yang menerapkan dan 

membentuk hukum. 

3. Faktor sarana dan fasilitas untuk mendukung dalam 

penegakan hukum. 

4. Faktor Masyarakat, yaitu diterapkannya hukum yang 

berlaku pada lingkungannya. 

5. Faktor Kebudayaan, ialah pada pergaulan hidup yang 

didasarkan pada karsa manusia sehingga menciptakan 

suatu hasil karya, cipta dan rasa. 

 
13 Erna Dewi, “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, Pranata 

Hukum, Vol 5, No 2 (Juli 2010), hlm. 93. diakses dari 
https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-
pidana-indonesia.pdf pada tanggal 5 September 2021, pukul 18.00 WIB. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara mengembangkan 

ilmu pengetahuan ataupun cara untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.14 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian 

hukum berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang 

berasal dari fenomena hukum dan norma hukum atau peraturan-

peraturan hukum. Buku sebagai upaya untuk melihat dalam artian 

nyata yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun 

wawancara. Sehingga, penulis akan melakukan pengambilan data 

lapangan yang dapatkan langsung melalui wawancara di  

RS.Bhayangkara M Hasan Palembang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan Sosiologis atau Sociological Approch 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang menelaah 

hukum dari sudut sosial sehingga hasil yang diinginkan yaitu 

dapat menjelaskan menjelaskan bagaimana bekerjanya hukum 

 
14 Joenaedi Efendi dkk, metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris, Jakarta:  

Kencana, 2016, hlm. 3. 
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formil dalam masyarakat, hal ini dikarenakan di mana pun 

hukum itu berada, bekerjanya hukum tentu tidak terlepas dari 

realita sosial dalam masyarakat.15 

 

b. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan atau statue 

Approach 

Menurut pendapat dari prof. Dr Peter Mahmud Marzuki yakni 

pendekatan Peraturan Perundang-undangan ialah “menelaah 

semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani”.16 Peraturan 

Perundang-undangan yang akan penulis gunakan dalam 

penelitian ini yaitu Perundang-undangan yang berkaitan  

dengan Peranan Forensik Polri dalam mengungkap kasus 

Pembunuhan Berencana disertai dengan Mutilasi. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan 

masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Data Primer 

Data Prmer adalah data yang di dapatkan langsung dari masyarakat 

atau narasumber tertentu yang berkaitan dengan penelitian.17 Pada 

 
15 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018, 

hlm.90. 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-14, Jawa Timur: 

premedia Group, 2019, hlm. 133. 
17 Joenaedi Efendi dkk, Op.Cit, hlm.152. 
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penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian 

berdasarkan wawancara, yaitu bersumber langsung dari informasi 

di RS.Bhayangkara M Hasan Palembang. 

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis dapatkan dari 

hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur 

dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

 Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteraan 

Kepolisian. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum Sekunder ialah berguna untuk memberikan 

penjelasan atas bahan hukum primer. seperti buku-buku, jurnal-

jurnal, literatur-literatur, pendapat para ahli atau doktrin yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.18 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yaitu  suatu penjelasan terkait bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari 

majalah, kamus, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non 

hukum yang dapat digunakan apabila dipadang perlu sepanjang 

mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan 

diteliti. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpul dengan metode pengambilan data antara lain : 

a. Studi lapangan, yaitu mendapatkan informasi dan pendapat-

pendapat dari informan yang telah ditentukan dengan 

melakukan wawancara data lapangan sebagai data. 

 

b. Studi Pustaka, diperoleh Teknik pengumpulan data yang  

bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. 

 
18 Joenaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 173. 
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5. Lokasi Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian skripsi ini, lokasi dipilih 

RS.Bhayangkara M Hasan Palembang yang terletak di Jl.Jend. Sudirman 

No.KM. 4,5, Kec, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun 

alasan penelitian memilih lokasi yang langsung dengan masalah yang akan 

dibahas dalam penulisan penelitian, dalam penentuan lokasi ini agar dapat 

menganalisis pelaksanaan kinerja Dokter Polisi dalam melakukan 

pemeriksaan atau Analisa yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana 

Pembunuhan berencana disertai dengan mutlilasi. 

6. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

Populasi adalah subjek keseluruhan penelitian. Apabila seorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi sensus 

sedangkan sampel Sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, 

yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili 

populasinya.19 

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah : 

- Kabid Dokkes Polda Sumatera Selatan 

- Dokter Forensik RS.Bhayangkara M Hasan Palembang  

 

 
19 Sabar Rutoto, pengantar metodeologi Penelitian, Kudus: FKIP Universitas Muria 

Kudus, 2007 hlm.38. 
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b. Sampel 

Pengambilan beberapa sampel dengan melakukan wawancara, 

yang dianggap dapat mewakili populasi pada penelitian ini. 

Wawancara dilakukan dengan responden tertentu untuk mendapatkan 

penjelasan dan klarifikasi yang sesuai dari responden tersebut. Dalam 

pengambilan sampel untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari 

responden dengan menggunakan Teknik sampling. Dalam 

pengambilan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel 

yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan 

sifat-sifat dan penyebaran populasi dijadikan sumber data sebenarnya, 

dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 

diperoleh sampel yang representatif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1) Kabid Dokkes Polda Sumatera Selatan 

2) Dokter Forensik RS.Bhayangkara M Hasan Palembang  

 

Metode yang digunakan oleh penulis ialah metode Jugmental 

atau Purposive Sampling. Dalam penerapanya penulis ingin 

menjamin, bahwa setiap unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam 
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sampel yang ditariknya. sehingga, terdapat syarat-syarat tertentu yang 

harus dipenuhi  dalam unsur-unsur sampel tersebut.20  

7. Analisis Data 

Pada analisis data ini yang digunakan ialah secara kualitatif, yaitu 

menjelaskan dan menguraikan data tersebut dituangkan dalam bentuk 

kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dibaca dan 

diinterprestasikan terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif 

ialah berkaitan dengan isi dan struktur hukum positif, dimana kegiatan 

ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek 

kajian penarikan kesimpulan dengan menetukan isi atau makna aturan 

hukum sehingga dapat memperoleh jawaban terhadap permasalahan 

penelitian. 

8. Penarikan Kesimpulan  

Berdasarkan data yang telah terkumpul secara lengkap ,maka  

selanjutnya tahapan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

Menyusun data yang telah diperoleh secara sistematik kemudian 

ditarik kesimpulannya dengan metode induktif. Metode induktif ialah 

metode yang digunakan dari hal-hal khusus menjadi kesimpulan yang 

bersifat umum. 

 

 

 
20 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), 2012, hlm. 196. 
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